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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG POLIS 
ASURANSI ATAS WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI 

 ( Studi Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn ) 

Oleh 

RATNA DWITA SIANIPAR 

17.840.0025 

 

Asuransi merupakan suatu perjanjian, dimana pihak asuransi mengikatkan 
diri kepada nasabah, dengan menerima sejumlah premi untuk memberikan 
penggantian kepadanya karena suatu kerugian,kerusakan, atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkannya, yang mungkin dideritanya akibat dari suatu 
peristiwa yang tidak tertentu.Nasabah Pemegang polis mengajukan perkara di 
Pengadilan Negeri Medan dalam perkara yang Wanprestasi yang dilakukan oleh 
Perusahaan Asuransi, dengan tidak mau membayar klaim ganti kerugian kerusakan 
kecelakaan sesuai yang di cantumkan di dalam polis. Sehingga Nasabah pemegang 
polis meminta Perlindungan hukum dan keadilan dalam hal pengembalian ganti 
rugi yang dialami oleh Nasabah pemegang polis. 

 
Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jika 

terjadi wanprestasi. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah 
pemegang polis atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. 
Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap nasabah pemegang polis atas 
wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terkait putusan nomor 
377/Pdt.G/2019/PN-Mdn. Metode yang digunakan Yuridif Normatif, data yang 
digunakan data Sekunder, dianalisis secara kualitatif. 

 
 Hasil Penelitian hak dan kewajiban para pihak berjalan seiringan dimana 

kewajiban nasabah pemegang polis asuransi adalah membayar premi dan hak 
nasabah pemegang polis adalah menerima ganti santunan ganti rugi apabila terjadi 
klaim. Sedangkan kewajiban perusahaan asuransi adalah membayar santunan ganti 
kerugian apabila terjadi kalim dan menerima premi sebagai haknya. upaya hukum 
yang dilakukan nasabah pemegang polis asuransi dengan cara non litigasi yaitu 
mediasi dan secara ligitasi atau dimuka pengadilan. Perlindungan hukum terhadap 
nasabah pemegang polis dengan memiliki bukti otentik yaitu polis. 

 
 
 
 
 

 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Asuransi 
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ABSTRACT 
 

LEGAL PROTECTION AGAINST CUSTOMERS OF INSURANCE 

POLICY HOLDERS OF WANPRESTATIONS BY INSURANCE 

COMPANIES 

( Case Study Desicion Number 377/Pdt.G/2019/Pn/Mdn) 

 

BY 

 

RATNA DWITA SIANIPAR 

17.840.0025 

 
Insurance is an agreement, in which the insurer binds himself to the 

customer, by receiving a premium to compensate him for a loss, damage, or loss of 
expected profit, which he may suffer as a result of an unspecified event. Medan 
District Court in a Default case carried out by an Insurance Company, by refusing 
to pay a claim for compensation for accidental damage as stated in the policy. So 
that the policyholder customer asks for legal protection and justice in terms of 
returning the compensation experienced by the policyholder customer. 
 

What are the rights and obligations of the parties in the insurance 
agreement in the event of a default. What are the legal remedies taken by policy 
holder customers for defaults made by insurance companies. How is the legal 
protection for policyholder customers for defaults committed by insurance 
companies related to decision number 377/Pdt.G/2019/PN-Mdn. The method used 
is normative juridical, the data used are secondary data, analyzed qualitatively. 
 

The results of the research on the rights and obligations of the parties go 
hand in hand where the obligation of the customer of the insurance policy holder is 
to pay the premium and the right of the customer of the policy holder is to receive 
compensation in the event of a claim. Meanwhile, the insurance company's 
obligation is to pay compensation in the event of a claim and receive premiums as 
their right. legal remedies carried out by customers who hold insurance policies by 
non-litigation, namely mediation and litigation or before the court. Legal 
protection for policyholder customers by having authentic evidence, namely the 
policy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Legal Protection, Default, Insurance 
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1 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara terbaik untuk 

memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan. 

Perlindungan hukum mencangkup secara luas dalam segi tatanan hukumnya. 

Perlindungan hukum salah satunya diberikan kepada suatu kegiatan usaha. 

Perlindungan hukum penting untuk diberikan demi menjamin proteksi terhadap 

suatu usaha agar tetap berjalan dengan baik.  

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan 

atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan 

dengan Nasabah, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.1 

Perasuransian adalah istilah hukum (Legal term) yang dipakai perundang-

undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah peasuransian besaral kata 

“asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari 

ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dalam pengertian “perasuransian” 

selalu meliputi dua jenis kegiatan, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha 

asuransi. Perusahaan perasuransian selalu meliputi perusahaan asuransi dan 

penunjang asuransi.2  

 
1 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:PT. Bina 

Ilmu, 1987), hal. 25 
2 H.U. Adil Samadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta:Penerbit Mitra Wacana 

Media 2013), hal. 117 
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Hukum Perasuransian di Indonesia sendiri  sudah cukup lama dikenal dan 

diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan semenjak belum 

terwujudnya negara Republik Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan 

warisan penguasa kolonial Belanda seperti ordonantie op het 

Levensverzekeringbedrijf, yang diatur dalam (Staatsblad tahun 1941 nomor 101), 

adalah pengaturan-pengaturan warisan kolonial Belanda tentang perasuransian. 

  Menurut John Rawls tentang teori Keadilan memiliki prinsip – prinsip 

keadilan  hal utama yang menjadi bahan pemikiran yaitu pertama, Prinsip 

Perbedaan ( The Difference Principle) yang artinya bahwa perbedaan sosial dan 

ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka 

yang paling kurang beruntung. Istilah “ perbedaan sosial Ekonomi” menunjukkan 

pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok 

kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang. Sedangkan istilah “yang paling kurang 

beruntung” menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang atau 

kesempatan dan wewenang. Kedua, Prinsip “Persamaan yang Adil atas 

kesempatan” (The Principle of Fair Equality of Opportunity) bahwa ketidaksamaan 

sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa hingga membuka jembatan dan 

kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan, kesempatan. 

Orang-orang dengan keterampilan, kompetensi, dan motivasi, yang sama dapat 

menikmati kesempatan yang sama pula.3 

Manusia dalam hidupnya selalu dalam ketidakpastian dan berusaha 

mengganti ketidakpastian itu menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi, ingin 

menggantikan ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian finansial, menjadi kepastian 

 
3 Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, (Lampung: Jurnal TAPIs Vol.9 

No. 2 2013 ) hal. 43-44 
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finansial, semua ketidakpastian ini lah yang dinamakan risiko. Risiko adalah sebagai 

adanya ketidakpastian atas terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan suatu 

kerusakan atau kerugian ataupun turunnya suatu objek atau sebagai ketidakpastian 

atas kerugian di masa datang akibat ketidakmampuan meramalkan peristiwa tersebut 

atau besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut.4  

Masalah keuangan merupakan masalah terpenting dalam pengawasan 

industri asuransi, karena tujuan utama menurut Bickelhaupt adalah untuk 

melindungi Nasabah dari kondisi insolvency atau dari perlakuan tidak adil dari 

perusahaan asuansi. Selain untuk melindungi Nasabah Pemegang Polis, pembinaan 

dan pengawasan industri asuransi bertujuan untuk mempertahankan lalu 

perkembangan industri asuransi5. 

Tingkat kesadaran akan risiko dan kebutuhan berasuransi merupakan 

ukuran dari kesadaran berasuransi Nasabah. Kesadaran berasuransi dapat 

mencerminkan seberapa jauh Nasabah melihat asuransi sebagai suatu kebutuhan 

akan mekanisme pengalihan risiko dan seberapa jauh pelaku bisnis asuransi telah 

menjangkau mereka. Kesadaran berasuransi dipengaruhi oleh upaya perusahaan 

perasuransian membangun daya saing industri asuransi sehingga menjadi menarik 

bagi nasabah dan peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang 

menarik dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

prosedur dan perilaku dalam bisnis asuransi yang sehat.6 

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah solusi yang 

terbaik bagi kebaikan sistem keuangan dengan mengedepankan efektivitas dan 

 
4 Harsono, Sonno Dwi.,Prinsip-prinsip dan Praktek Asuransi,Jakarta Insurance 

Institue,Jakarta,1984,hal.3   
5 Ibid,hal.43   
6 Ibid,hal.5   
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efesiensi dalam melakukan pengawasan lembaga keuangan (bank, pasar modal dan 

asuransi) di Indonesia. Selama ini, pengawasan lembaga keuangan (bank, pasar 

modal dan asuransi) dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda yaitu Bank 

Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam) namun pada prakteknya BI dan Bapepam dalam melakukan 

pengawasan tersebut belum optimal. Hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki 

Bank Indonesia begitu banyak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.7 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai dasar hukum pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya 

memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga 

yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. 

8Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan 

batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa 

keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa 

penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi 

jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-

undang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan 

peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan 

lainnya.9  

 
7 Undang- Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Indonesia 
8 Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
9 Yudana Antono, Appie., Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu 

Kajian Terhadap Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi, Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia,Depok,2004,hal.5   
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Pada Masa ini Undang- Undang yang dipakai dalam Perasuransian adalah 

Undang- Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ialah perjanjian antara 

dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi 

penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan 

penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, 

biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada 

pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena 

terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang 

didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada 

hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 

Perlindungan hukum terhadap Nasabah pemegang polis asuransi 

merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik 

perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatanganan 

polis asuransi, Nasabah Pemegang Polis sebenarnya sudah kurang mendapatkan 

perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih 

menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara  

Nasabah pemegang polis asuransi dengan  perusahaan asuransi sebagaimana 

penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap  

Nasabah pemegang polis asuransi itu dipertanyakan. 

Masyarakat sebagai Nasabah mengadakan perjanjian dengan Perusahaan 

Asuransi guna mengalihkan kerugian yang dideritanya kepada perusahaan 

Asuransi. Dalam mengadakan perjanjian tersebut, biasanya perusahaan Asuransi 

telah membuat draft perjanjian sebelum mengadakan perjanjian dengan Nasabah. 
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Draft perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian baku. Dalam Praktik 

penggunaan perjanjian baku ini menimbulkan masalah hukum, bukan saja 

mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri melainkan keadilan yang di cerminkan 

dalam isi perjanjian terhadap hak dan kewajiban para pihak.10 perusahaan asuransi 

dalam membuat pasti melindungi kepentingan usahanya dengan membatasi hak-

hak pihak lawannya, dan perusahaan asuransi meminimalkan kewajiban-

kewajibannya. Dalam Prakteknya Nasabah seringkali mengalami ketidakpuasan 

dalam pemaikaian jasa. Ketidakpuasan dapat disebabkan karena cacat pelayanan 

jasa yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga Nasabah dapat 

mengalami Wanprestasi dari perjanjian dengan Perusahaan asuransi. 

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya 

tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak 

pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu 

perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. 

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka 

mengadakan penawaran/menawarkan suatu perlindungan/proteksi serta harapan 

dalam masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam 

masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih 

lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Tidak 

dapat diingkari, bahwa usaha semacam ini akan memberikan dampak positif yang 

sangat luas pada Nasabah. Mengingat hubungan-hubungan perusahaan asuransi 

tidak saja dilakukan dengan sesama perusahaan dengan perkiraan perhitungan yang 

 
10 Setia Purnama sari, Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku oleh BPSK 

Kota Padang.(Univ Andalas 2014) hal. 6 
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besar tetapi juga dengan Nasabah secara perorangan, maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan asuransi tidak saja berhubungan dengan nilai-nilai besar, tetapi juga 

berhubungan dengan nilai-nilai kecil namun menyangkut jumlah anggota Nasabah 

yang luas. 

Seperti halnya dengan kasus yang pernah diajukan ke muka Pengadilan 

Negeri Medan oleh Nasabah pemegang polis asuransi dengan nomor SP 

77.02.10.000002 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi. sebagaimana 

nasabah pemegang polis asuransi membayar polis asuransi tersebut kepada 

Perusahaan Asuransi, namun perusahaan asuransi telah melakukan wanprestasi 

berupa tidak membayar klaim ganti kerugian kerusakan kecelakaan yang sesuai di 

perjanjikan dalam polis asuransi.dalam pelaksanaannya Nasabah pemegang polis 

merasakan di rugikan dan tidak berlakukan secara adil atas perbuatan Perusahaan 

asuransi sesuai dengan kesepakatan yang mana telah ditentukan dalam pasal 1320 

KUHPerdata, Dari kasus diatas nasabah pemegang polis  meminta perlindungan 

hukum dan keadilan dalam hal mengembalikan ganti rugi yang di alami oleh 

Pemegang Polis. 

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang 

masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian 

tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas 

Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Nomor : 

377/Pdt.G/2019/PN-MDN)” 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka 

permasalahan yang timbul dalam Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah 

Pemegang Polis Atas Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Nomor 

: 377/Pdt.G/2019/PN-MDN) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi jika 

terjadi Wanprestasi? 

2. Bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan Oleh Nasabah Pemegang Polis Atas 

Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi ? 

3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas 

Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi terkait Putusan Nomor 

377/Pdt.G/2019/PN-MDN? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan 

adalah: 

1. Untuk mengetahui Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi 

jika terjadi Wanprestasi. 

2. Untuk mengetahui Upaya Hukum yang dilakukan Oleh Nasabah Pemegang 

Polis Atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi. 

3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis 

Atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi terkait Putusan 

Nomor 377/Pdt.G/2019/PN-MDN. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat 

dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam  perlindungan hukum pemegang polis dalam 

asuransi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih 

mendalam mengenai perlindungan hukum pemegang polis dalam asuransi. 

b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan 

bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum. 

 

1.5. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap 

benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan 

peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Nasabah Pemegang Polis Atas 

Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi sesuai Putusan  Nomor 

377/Pdt.G/2019/PN-MDN adalah dalam kewajiban yang di jalankan oleh 

Nasabah namun hak tidak dapat dipenuhi sesuai perjanjian yang di cantum 

di dalam polis asuransi. 
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2. Upaya Hukum yang dilakukan terhadap Nasabah Pemegang Polis atas 

Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi sesuai Putusan Nomor 

377/Pdt.G/2019/PN-MDN adalah hal ini disesuaikan dengan Pasal 1338 

KUHPerdata. 

3. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pemegang Polis atas Wanprestasi 

oleh Perusahaan Asuransi Pada Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN-MDN 

adalah dimana polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi 

mengikat melalui perjanjian asuransi dibuktikan dengan polis asuransi 

telah terjadi pemindahan resiko. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum  

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.11 

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya 

yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan 

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan 

tindakan hukum. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dan 

objek hukum yang dilindungi oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban 

tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga anggota masyarakat merasa aman 

dalam melaksanakan kepentingannya, dan bahwa perlindungan hukum dapat 

diartikan juga sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan 

mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban sehingga yang 

bersangkutan merasa aman. 

 
11 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 74 
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Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.12 

 

2.1.2 Teori Keadilan Hukum 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya 

nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku 

nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang 

berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat 

hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan 

keadilan”. 

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak 

persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya 

sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu 

unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau 

setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap 

orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah 

dilakukannya. 

 

 

 

 
12 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ pada tanggal 11 

Februari 2021. Pukul 10.57 wib 
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2.2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi  

2.2.1. Pengertian Wanprestasi  

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam 

perikatan. Tidak dipenuhi kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, 

yaitu : 

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian 

b. Karena keadaan memaksa (force majeure), di luar kemampuan debitur,jadi 

debitur tidak bersalah. 

Untuk menentukan apakah seseorang debitur bersalah melakukan 

wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja 

atau lalai tidak memenui prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan, yaitu :  

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan 

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. 

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadan wanprestasi, perlu 

diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan 

pemenuhan prestasi atau tidak? Dalam hal ini tenggang waktu pelaksanakaan 

pemunahan prestasi tidak ditentkan, perlu memperingatkan debitur supaya dia 

memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut 

ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata debitur danggap lalai dengan lewatnya tenggang 

waktu yang telah ditetapkan dalam ikatan.13 

 
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung; Penerbit PT Citra 

Aditya Bakti 2014), hal. 241-242 
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Dalam perikatan sebagaimana di atur dalam Pasal 1234 BW dinyatakan: 

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sestau atau 

untuk tidak berbuat sesuatu.  

Kalimat yang menyatakan untuk memberikan sesuatu dalam suatu perikatan 

di sini merupakan kewajiban pihak yang berutang (debitur) yaitu untuk memenuhi 

prestasi yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat atas 

kesepakatan bersama, sedangkan kalimat yang menyatakan bahwa “untuk berbuat 

sesuatu tidak berbuat sesuatu” merupakan wewenang yang diberikan oleh undang-

undang untuk para pihak yang berkepentingan untuk berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu,jika para pihak yang berkepentingan telah memenuhi prestasidan 

atau telah terjadi wanprestasi.  

Dalam praktik jika debitur telah memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditentuka dalam perjanian, maka pihak kreditur tidak berbuat sesuatu 

(tidak mengajukan gugatan kepada debitur), tetapi jika pihak debitur tidak 

memenuhi prestasi sesuai dengan isi dari perjanjian atau telah terjadi wanprestasi, 

maka pihak kreditur dapat mengajukan tuntutan kepada pihak debitur yang telah 

melakukan wanprestasi ke persidangan pengadilan untuk pemenuhan prestasi yang 

disertai dengan biaya ganti rugi, bunga dan biaya perkara, begitu juga bilamana 

dalam praktik ternyata kreditur tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan 

sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, maka debitur juga dapat 

mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan telah terjadi wanprestasi (Pasal 

1239 s.d 1242 dan 1267 BW). 

Apabila salah satu pihak atau lebih dalam suatu perjanjian yang telah 

disepakati bersama tidak memenuhi prestasi dalam suatu hubungan keperdataan 
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dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. Jika ternyata dalam hubungan hukum 

tersebut ada salah satu pihak atau lebih tidak memenuhi prestasi yang telah 

ditentukan baik itu oleh undang-undang maupun kesepakatan yang telah mereka 

buat melalui perjanjian, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi dapat diajukan 

tuntutan untuk memenuhi prestasi di persidangan pengadilan dengan alasan telah 

terjadi wanprestasi. Dalam praktik hubungan keperdataan, jika terjadinya 

wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang telah terikat dalam 

suatu perjanjian, umunya langkah yang diambil oleh pihak yang dirugikan adalah 

mencegah pihak yang telah melakukan wanprestasi baik yang dilakukan dengan 

sengaja maupun lalai dengan cara diberikan peringatan sampai 3 kali untuk 

mengingatkan agar pihak yang melakukan wanprestasi memenuhi prestasinya, 

tetapi jika dalam upaya untuk mencegah adanya wanprestasi dengan cara 

kekeluargaan yang tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan 

gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan keadilan seadil-

adilnya. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau 

lebih, dapat dijadikan dasar atau alasan yang sah untuk mengajukan gugatan ke 

pengadilan.14 

 

2.2.2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi 

Adapun bentuk-bentuk dari Wanprestasi yaitu: 

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali 

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan 

debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

 
14 Sarwono, Hukum Acara Perdata, (Surabaya;Sinar Grafika 2011), hal.304-305 
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b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya  

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur 

dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru 

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru 

tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi 

prestasi sama sekali. 

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu 

perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjiakn 

dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. 

Pada pokoknya penetapan lalai tidak diperlukan: 

1) Jika debitur menuntut pemenuhan prestasi; 

2) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

3) Telah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 1612 KUHPerdata); 

4) Jika dalam persetujuan ditentukan verval termijn;  

5) Debitur mengakui bahwa ia dalam keadaan lalai. 

Ketentuan penetapan lalai merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan 

dibuat untuk kepentingan debitur. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: 

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta 

sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika menetapkan 

bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.15 

 
15 Ff Mahbub, “Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya Tentang Wanprestasi dan Garansi 

Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”,Fakultas 
Hukum,UNPAS,2019, hal. 48-49 
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2.2.3. Akibat Hukum Wanprestasi 

Ada Empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut 

ini: 

a. Perikatan tetap ada  

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia 

terlambat mmenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk menuntut 

ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan 

kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi 

tepat pada waktunya. 

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata). 

c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah 

debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari 

pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan 

pada keadaan memaksa. 

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan 

diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan 

Pasal 1266 KUHPerdata. 

 

2.3. Tinjauan Umum tentang Asuransi  

2.3.1. Pengertian Asuransi 

Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut assurantie yang terdiri dari 

kata “assuradeur” yang berarti penanggungan dan “geassureerde” yang berarti 

tertanggung. Kemudian dalam Bahasa Perancis disebut assurance yang berarti 

menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahsa latin & sebut 
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assurance yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris, kata 

suransi disebut insurance yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau 

tidak mungkin terjadi. 

Menurut ketentuan Pasal 246 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD),asuransi  adalah suatu perjanjian, dimana pihak asuransi mengikatkan diri 

kepada nasabah, dengan menerima sejumlah premi untuk memberikan penggantian 

kepadanya karena suatu kerugian,kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkannya, yang mungkin dideritanya akibat dari dari suatu peristiwa yang 

tidak tertentu. 

Menurut Undang-Undang Undang- Undang No. 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian ialah perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang 

polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai 

imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung 

atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau 

memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau 

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang 

besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 

Dalam perjanjian asuransi, dimana Nasabah Pemegang Polis dan 

Perusahaan Asuransi mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-

masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayarkan 

oleh nasabah pemegang polis asuransi. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah 

ditaksirkan terlebih dahulu  diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. 
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Semakin besar risiko, maka akan semakin besar pula premi yang harus dibayar dan 

sebaliknya. 

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi,dimana disebutkan syarat-

syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang 

dipertanggungkan, dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan 

terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang 

telah dibuat dan ditanda-tangani bersama sebelumnya.16 

 

2.3.2. Perjanjian Asuransi 

Apabila dilihat dari pengertian yang terdapat dalam pasal 1313 

KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Pasal 1320 ayat 

(1) menentukan perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya 

konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuat. Ketentuan tersebut 

mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi 

perjanjian dibatasi oleh kesepakatan pihak lainnya atau dengan kata lain asas 

kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak. Menurut Pasal 1320 

KUHPerdata, 

 Perjanjian harus memenuhi empat syarat agar dapat memiliki kekuatan 

hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu: 

a. Kesepakatan para pihak;  

b. Kecakapan untuk membuat perikatan;  

c. Menyangkut hal tertentu; 

 
16 Hery, “Bank dan Lembaga Keungan Lainnya” (Jakarta: Penerbit PT Grasindo 2020), 

hal. 184-185 
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d. Adanya kausa yang halal.  

 Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subjektif akan 

memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan (vernietigbaar). Dengan demikian 

selama perjanjian yang mengandung cacat subjektif ini belum dibatalkan, maka ia 

tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang 

memiliki cacat pada syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal), maka secara 

tegas dinyatakan batal demi hukum.  

 Asuransi timbul karena adanya perjanjian antara perusahaan asuransi dan 

nasabah pemegang polis asuransi. Perusahaan asuransi wajib menerima pengalihan 

risiko dan berhak atas pembayaran premi. Sedangkan nasabah pemegang polis 

wajib membayar premi dan berhak menerima penggantian jika timbul kerugian.17 

Oleh karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang syarat -

syarat sah perjanjian termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi berlaku juga 

dalam Pasal 251 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut dalam 

perjanjian asuransi ada 5 (lima) syarat sahnya dalam perjanjian, yaitu:  

a. Kesepakatan (consensus)  

Nasabah pemegang polis asuransi dan Perusahaan asuransi sepakat 

mengadakan perjanjian asuransi. 

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:  

1) Benda yang menjadi objek asuransi;  

2) Pengalihan risiko dan pembayaran premi; 

3) Evenemen dan ganti kerugian;  

4) Syarat-syarat khusus asuransi;  

 
17 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta;Internusa 2010), hal. 77 
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5) Dibuat secara tertulis yang disebut polis. 

b.  Kewenangan (autority) 

Kewenangan berbuat ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat 

objektif. Kewenangan Subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat 

ingatan, tidak dibawah perwalian atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan 

Objektif artinya nasabah pemegang polis mempunyai hubungan yang sah 

dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya 

sendiri. 

c. Objek Tertentu (Fixed Object) 

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, 

dalam hal ini obyek yang diasuransikan adalah kendaraan bermotor. Karena 

yang mengasuransikan objek itu adalah nasabah pemegang polis, maka ia harus 

mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan asuransi tersebut. 

Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri 

kendaraan bermotor yang menjadi objek asuransi.  

Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya 

mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Nasabah pemegang polis harus 

dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai 

kepentingan atas objek asuransi. 

d. Kausa yang Halal (Legal Cause)  

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang 

Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak 

bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu tujuan yang 
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hendak dicapai oleh nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi adalah 

beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. 

e. Pemberitahuan (Notification)  

Nasabah pemegang polis asuransi wajib memberitahukan kepada 

perusahaan asuransi mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan 

pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai maka akibat 

hukumnya asuransi batal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 KUHD, semua 

pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang 

diketahui oleh nasabah pemegang polis asuransi tentang objek asuransi, 

mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga 

apabila setelah diadakan asuransi pemberatan risiko atas objek asuransi.  

Apabila perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis asuransi dalam 

membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut telah memenuhi 

syarat-syarat umum yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan syarat-

syarat yang diatur di dalam Pasal 251 KUHD. Maka dengan sendirinya antara 

perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis asuransi telah timbul perikatan 

yang lahir dari perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian asuransi kendaraan 

bermotor.18 

 

2.3.3. Jenis – jenis Asuransi 

Berikut adalah jenis-jenis asuransi yang berkembang saat ini di Indonesia 

jika dilihat dari berbagai segi: 

 
18 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok 

Pertanggungan Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa),(Yogyakarta; FH UGM,1980), hal. 41 
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1. Dari Segi Fungsinya 

a. Asuransi kerugian (General Insurance) 

Asuransi ini memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas 

kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak 

ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak 

diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan 

reasuransi. Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah: 

• Asuransi kebakaran, yang meliputi kebakaran,ledakan 

petir,kecelakaan pesawat terbang dan lainnya. 

• Asuransi pengangkutan, yang meliputi marine hull (asuransi 

yang memberikan proteksi terhadap kerugian atau kerusakan 

atau kehilangan atas rangka kapal berikut mesin dan 

perlengkaoannya), dan marine cargo (asuransi pengangkutan 

barang yang memberikan proteksi terhadap kerugiaan atau 

kerusakan atau kehilangan atas muatan barang atau kargo). 

• Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam 

asuransi kebakaran dan pengangkutan,seperti asuransi 

kendaraan bermotor,pencurian, dan lain sebagainya. 

b. Asuransi jiwa (Life Insurance) 

Merupakan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan atas jiwa atau 

meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis asuransi ini 

meliputi: 

• Asuransi berjangka 

• Asuransi tabungan 
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• Asuransi seumur hidup 

• Asuransi kontrak anuitas 

c. Reasuransi (Reinsurance) 

Memberikan jasa asuransi dalam hal pertanggungan ulang terhadap 

risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi 

ini sering disebut sebagai asuransi dari asuransi, dan dapat di golongkan 

ke dalam: 

• Bentuk treaty, dimana perusahaan asuransi akan secara otomatis 

mereasuransikan suatu risiko kepada perusahaan reasuransi 

untuk risiko-risiko yang telah disepakati dan memenuhi 

persyaratan perjanjian di antara kedua belah pihak. 

• Bentuk facultative, merupakan perjanjian yang tidak mengikat 

atau tidak berlaku secara otomatis, dimana perusahaan asuransi 

bebas menentukan apakah akan mereasuransikan suatu risiko 

kepada perusahaan reasuransi atau tidak, dan pihakperusahaan 

reasuransi juga berhak untuk menentukan apakah akan 

menerima atau menolak pelimpahan risiko tersebut. 

2. Dasar kepemilikannya 

Dalam hal ini, yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi 

tersebut, baik asuransi kerugian, arusansi jiwa, atau pun reasuransi. 

a. Asuransi milik pemerintah 

Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 

100% oleh pemerintah Indonesia. 
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b. Asuransi milik swasta nasional 

Asuansi ini kepemilikan sahamnya (sepenuhnya) dimiiki oleh swasta 

nsional sehingga investor yang paling banyak memiliki saham akan 

memiliki suara terbanyak pula dalam RUPS. 

c. Asuransi milik perusahaan asing 

Asuranasi ini beroeperasi di Indonesia dan merupakan cabang dari 

perusahaan asuransi yang ada di negara lain. Kepemilikannya pun 100% 

dikuasai oleh pihak asing. 

d. Asuransi milik campuran 

Merupakan asuransi yang sahamnya dimiliki oleh campuran antara 

swasta nasional dengan pihak asing.19 

 

2.3.4. Pengertian Polis 

Polis arusansi merupakan isi dari kontrak asuransi. Di situ antara lain di 

perinci hak-hak dan kewajiban dari pihak perusahaan asuransi dan nasabah 

pemegang polis asuransi. Syarta-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi 

peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak 

nasbah pemegang polis asuransi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara 

teoretis, polis asuransi adalah kontrak yang bisaa dinegoisasikan, meskipun dalam 

kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegoisasikan isi 

polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan 

 
19 Ibid, Hal 188 
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diubah lagi, sehingga bagi pihak nasabah pemegang polis asuransi benda pada 

posisi “menerima atau menolak” perusahaan asuransi tersebut (take it or leave it).20 

Menurut Pasal 256 KUHD setiap polis (kecuali polis asuransi jiwa yang 

diatur tersebut dalam Pasal 304 KUHD) harus memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Tanggal diadakannya pertanggungan (waktu adanya kata sepakat, 

ingat-ingatlah bahwa asuransi termasuk persetujuan konsensual). 

b. Nama orang yang menutup pertanggungan, atas tanggungan sendiri 

atau tanggungan orang ketiga. 

c. Uraian mengenai suatu kerugian yang cukup jelas mengenai barang 

yang tertanggung.21 

Ketentuan-ketentuan yang mengikat kedua belah pihak tercantum pada 

dokumen tersebut. Ketika nasabah hendak mengajukan klaim. Bentuk Polis 

Asuransi dari berbagai perusahaan berbeda-beda. Ada yang hanya berbentuk 

secarik kertas dengan huruf kecil-kecil, ada pula yang berbentuk buku tebal. 

Yang dimaksud dengan polis adalah Perjanjian asuransi antara perusahaan 

asuransi dan nasabah pemegang polis asuransi serta dokumen lainnya yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi 

tersebut, termasuk sertifikat peserta dalam bagi asuransi kumpulan. Polis asuransi 

juga sering disebut kontrak polis atau kontrak.22 Polis sebagai alat bukti juga 

mempunyai tempat tertentu atau khusus. Nyatanya polis itu di dalam bidang 

pembuktian perjanjian pertanggungan bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti. 

 
20 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung;Penerbit PT Citra Aditya Bakti 

2012), hal.259 
21 C.S.T.Kansil,Christine S.T Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang 

Indonesia, (Jakarta Timur;Sinar Grafika 2015), hal 182 
22 Julius R. Latumaerissa, Bank & Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan 

(Jakarta:Mitra Wacana Media,2017), hal.665 
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Aturan undang – undang mengenai polis sebagai alat bukti surat yang paling utama 

adalah diinginkan. Mengenai pembuktian perjanjian pertanggungan itu khusus di 

atur di dalam satu pasal yaitu di dalam pasal 258 KUHD.23 

Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian 

dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, 

aau perusahaan reasuransian syariah untuk mendapatkan perlindungan atau 

pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. 

1. Ketentuan Hubungan dan Perlindungan Bagi Pemegang Polis 

Ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi terdapat dalam kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), 

peraturan perundang-undangan lainnya, praktek asuransi seperti yang dapat 

dipelajari dalam polis dan yurisprudensi.  

Di dalam perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus 

diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD atau Undang- 

Undang No 40 tahun 2014.Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD, 

ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdtaa dapat berlaku pula bagi perjanjian 

asuransi dengan kepentingan nasabah pemegang polis terdapat beberapa ketentuan 

dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan. Ketentuan dimaksud antara lain: 

a. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian 

yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikat diri 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

 
23 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, (Yogyakarta;Fakultas 

Hukum Universitas Gadjah Mada 1990), hal 23 
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4. Suatu sebab yang halal 

Ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tersebut berlaku bagi perjanjian asuransi 

sebagai syarat umum di samping syarat khusus yang terdapat dalam buku I Bab IX 

KUHD. Syarat khusus dimaksud antara lain: 

1) Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest 

principle) 

2) Asas kejujuran yang sempurna (utmost good faith principle) 

3) Asas indemnitas (indemnity principle) 

4) Asas subrogasi (subrogation princple) 

Nasabah pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian 

asuransi karena adanya kesesatan,paksaan dan penipuan dari perusahaan asuransi 

dapat mengajukan pemohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada pengadilan. 

Disebabkan hal-hal tersebut (yang harus dibuktikannya) bertentangan dengan 

syarat kata sepakat Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila perjanjian asuransi tersebut 

dinyatakan batal baik untuk seluruhnya mapun untuk sebagian dan nasabah 

pemegang polis beretikad baik, maka nasabah pemegang polis tersebut berhak 

menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkannya (premi restorno Pasal 

218 KUHD). 

Ketentuan Pasal 1320 s/d pasal 1329 KUHPerdata tersebut dapat 

dipergunakan pula oleh pihak perusahaan asuransi. 

a. Pasal 1266 KUHperdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu 

dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajiban. 
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Bagi kepentingan nasabah pemegang polis ketentuan pasal tersebut perlu 

diperhatikan sebab kemungkinan misalnya yang bersangkutan terlambat 

dalam melakukan pembayaran premi. Dengan adanya keterlambatan 

tersebut tidak dengan sendirinya perjanjian asuransi batal tetapi harus 

dimintakan pembatalan kepada hakim. Alan tetap dalam praktek biasanya 

dicantumkan polis klausula yang menentukan bahwa perjanjian asuransi 

tidak dapat berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya. 

b. Apabila ternyata perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian atau 

sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar 

janji, maka nasabah pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya,rugi 

dan bunga dengan memperhatikan pasal 1267 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat 

memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan. akan memaksa pihak 

yang lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia akan menuntut pembatalan 

perjanjian,disertai penggantian biaya.24 

 

2.3.5. Subjek dan Objek Asuransi 

Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang 

mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak nasabah pemegang polis asuransi, pihak 

perusahaan asuransi dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan 

asuransi. 

 

 

 
24 Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi (perlindungan tertanggung asuransi 

deposito usaha peransurian 2010 ), hal. 8-11 
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a. Perusahaan asuransi 

 Pengertian perusahaan asuransi secara umum, adalah pihak yang menerima 

pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti 

kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa 

yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah 

pemegang polis asuransi. 

b.  Nasabah pemegang polis asuransi  

Nasabah Pemegang polis asuransi secara umum adalah pihak yang mengalihkan 

risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. 

Berdasarkan Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai nasabah 

pemegang polis adalah sebagai berikut : 

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, 

untuk tanggungan siapa diadakan pertanggunggan oleh seorang yang lain, pada 

waktu pertangungan tidak mempunyai keopentingan atas benda tidak berkewajiban 

mengganti kerugian”. 

Menurut Undang- Undang No 40 Tahun 2014, Objek Asuransi adalah jiwa 

dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua 

kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. 

1. Benda Asuransi 

Benda asuransi merupakan salah satu objek asuransi, yakni karena terdapat 

suatu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Benda asuransi adalah 

harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, dan dapat dinilai dengan 

sejumlah uang. 
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2. Premi Asuransi 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, 

Pasal 1 angka (29) menyatakan bahwa “Premi adalah sejumlah uang yang 

ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan 

disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian 

asuransi/perjanjian reasuransi, ataupun sejumlah uang yang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari 

program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. 

3. Uang Asuransi 

Ditentukannya jumlah uang asuransi pada waktu perjanjian asuransi 

diadakan yaitu untuk menetapkan bera[pa besar jumlah kerugian yang akan 

dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah pemegang polis 

asuransi. Pasal 256 angka 4 bahwa “Polis harus dinyatakan jumlah uang 

untuk berapa diadakan asuransi”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan januari 2021 setelah dilakukan 

perbaikan seminar proposal dan perbaikan outline. 

 

  

No. Kegiatan 

Bulan 

Keterangan November 

2020 

Januari 

2021 

Februari dan 

Maret 2021 

April 

  2021 

Juni  

2021  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

1 
Pengajuan 

Judul                                           
 

2 
Seminar 

Proposal                                       
 

3 Penelitian                                            

4 

Penulisan 

dan 

Bimbingan 

Skripsi                                           

 

5 
Seminar 

Hasil                                          
 

6 Sidang 

Meja Hijau                                           
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3.1.2.Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan 

No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236. 

 

3.2. Metodologi Penelitian 

3.2.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mencakup 

penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis atas 

wanprestasi oleh perusahaan asuransi (377/Pdt.G/2019/PN Mdn). Penelitian yuridis 

normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.25  

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu 

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.26 

 

3.2.2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian Pada 377/Pdt. G/2019/PN.Mdn. 

Studi kasus adalah penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Nasabah 

pemegang Polis atas wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan 

No.377/Pdt. G/2019/PN.Mdn) yang  mengarah  pada  penelitian  hukum  normatif, 

 
25 Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridicial 

Prudence ) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legispridence), (Jakarta:Kencana 2009) 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana 2010), hal. 35 
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yaitu  suatu bentuk  penulisan hukum  yang mendasarkan  pada  karakteristik  ilmu  

hukum   yang  berdasarkan  pada  karakteristik  ilmu  hukum  yang  normatif.27 

Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas 

Hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi 

hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. 

 

3.2.3. Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu 

data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai 

literarur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi 

penelitian.28 Adapun Data Sekunder itu sendiri yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang- undangan, 

yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

3. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

4. Kitab Undang – Undang No 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) 

 
27Astri Wijayanti,Strategi Penulisan Hukum,(Bandung;Lubuk Agung, 2011), Hal 163 
28 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2015), Hal 156 
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5. Undang- Undang No 9 Tahun 2014 tentang Perasuransian 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di 

lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya 

penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka 

dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas : 

(1) Man Suparman Sastrawidjaja “Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat 

Berharga,” (Bandung:Alumni 2003); 

(2) Munir Fuady, “Hukum kontrak,dari sudut pandang Hukum Bisnis” 

(Bandung:PT. Citra Aditya 2001); 

(3) Janus Sidabalok, “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia” 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2014); 

(4) Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi (perlindungan tertanggung 

asuransi deposito usaha peransurian 2010); 

 

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni: 

1.   Library Research (Penelitian Kepustakaan) 

 Penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, 

buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum 

yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam 

penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. 
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2.  Field Research (Penelitian Lapangan) 

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian di 

Pengadilan Negeri Medan, dengan cara mengambil data yang berhubungan 

dengan penelitian melalui wawancara dengan informa menganalisanya 

sehingga di ketahui perbandingan antra teori dengan praktek lapangan. 

 

3.2.5. Analisis Data 

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan 

metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan 

judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 

analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan 

sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Putusan Nomor 

377/Pdt.G/2019/PN.Mdn dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber 

permasalahan yuridis dalam “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang 

Polis atas Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan 

No.377/Pdt.G/2019/PN.Mdn)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat 

mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kewajiban utama dari Perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi adalah 

memberi ganti kerugian berupa santunan, yang merupakan Hak dari 

Nasabah pemegang polis asuransi. Meskipun demikian kewajiban memberi 

ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak 

terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan 

timbulnya suatu kerugian karena kecelakaan. Kewajiban utama dari 

Nasabah pemegang polis asuransi harus diimbangi dengan kewajiban utama 

nasabah pemegang polis asuransi yaitu kewajiban untuk membayar premi 

sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam polis. Karena dalam 

asuransi dikenal dengan prinsip no premium no claim, apabila premi tidak 

dibayarkan sesuai ketentuan, apabila terjadi klaim tidak dapat diproses lebih 

lanjut. Hal ini berdasarkan ketentuan Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian. 

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah pemegang polis untuk 

memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi  dengan cara melakukan 

penyelesaian sengketa Wanprestasi non litigasi seperti Mediasi,Arbitrase 

untuk menyelesaikan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan, namun 
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apabila tidak dapat di selesaikan melalui non litigasi, maka diselesaikan 

melalui Lembaga Peradilan sesuai dengan UU No 30/1999 tentang LAPS jo 

UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

3. Perlindungan Hukum nasabah pemegang polis asuransi ditinjau dari hukum 

asuransi yakni jika peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian, maka 

berdasarkan polis berhak standar asuransi pemegang polis asuransi berhak 

mendapatkan ganti kerugian. Pada POJK No.1/POJK.07/2013 lebih banyak 

diatur tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, karena di 

dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian lebih 

mengatur terhadap perusahaan asuransi atau badan usaha perasuransian 

sedangkan perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis dalam 

Undang-Unang tesebut belum diatur secara spesifik. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yang 

sesuai dengan kesimpulan diatas ialah sebagai berikut : 

1. Sebelum melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, sudah 

menjadi kewajiban  nasabah pemegang polis untuk mencari informasi yang 

benar, jelas, dan rinci kepada perusahaan asuransi atas produk atau jasa 

asuransinya mengenai risiko, manfaat,terutama hak dan kewajiban 

perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis asuransi. 

2. Dalam upaya hukum nasabah pemegang polis dalam hal ini belum diatur 

yang jelas dan tegas terkait pengaturan keberadaan LAPS, untuk 

kedepannya diharapkan pemerintah membuat aturan yang lebih ekplisit lagi 
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yang mengatur mengenai upaya hukum bagi nasabah pemegang polis 

asuransi jika perusahaan asuransi melakukan wanprestasi. 

3. Perlindungan hukum nasabah pemegang polis untuk mendapatkan 

haknya,hendaknya harus memperhatikan isi perjanjian dan teliti dengan isi 

polis agar tidak timbul permasalahan dalam polis asuransi supaya 

pelaksanaan kewajiban perusahaan asuransi kepada nasabah pemegang 

polis bisa terlaksanakan dengan baik. 
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Undang- Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian 

 

D. WEBSITE 
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